
ten tang 
Rcpublik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

ten tang 
dalam 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Ka bu paten 

1. Undang-Undang 
Pem ben tukan 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada 
Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 
Kabupaten Kudus; 

b. bahwa guna melaksanakan kewajiban pembayaran iuran 
jaminan kesehatan tersebut, perlu mengatur Bantuan 
Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk 
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa 
Dan Perangkat Desa Kabupaten Kudus ; 

a. bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf b 
Pcraiuran Presiden Nornor 82 Tahun 2018 ten tang 
Jaminan Keschatan scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang 
Pcrubaban atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah selaku 
Pernberi Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib 
membayarkan sebagian iuran Jaminan Kesehatan; 

Menimbang 

BUPATJ KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUT-IAN YANG MAHA ESA 

BANTUAN KEUJ\NGJ\N BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA 
UNTUK PEMBAYARAN !URAN JAMINAN KESEHATAN 

BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS 

TENT ANG 

PERATURAN BUPJ\TI KUDUS 
NOMORS7TJ\HUN 2019 

BUP A TI KUDUS 

PROVINS! JAWA TENGAH 



10. Pcraturan Presidcn Nomor 82 Tahun ·~o lB t ntang 
Jaminan Kcs hatan [Lembarr n N gara epublik lnd ncsia 
Tahun 20 l 8 Nornor 16!)), scbagaimaua telah diubah 
dengan Pcraturan Prcsidcn Nornor 75 Tahun _o 1 ci ten tang 
Pcrubahan Rias P .raturan Prcsidcn Norn r 82 Tahun 2018 
tcni ang .Jaminan Kcschatan [Lcmbars n Ncgrtrn Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor . lO); 

9. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 t ntang 
Pengclolaa.n Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran 
Negara R publik Indonesia Nomor 6233); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Unda.ng-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali tera.khir dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peruba.han 
Kedua atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tcntang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 20 J 4 ten tang 
Pcrncrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba han Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
tclah diubah bebcrapa kali tcrakhir derigan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 20J 5 ten tang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
54 5); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat clan 
Pernerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpublik Tndonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pcngclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lcrnbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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J 8. Pcraruran Bupati Kudus Nornot c al un 1018 tentang 
Pcdornan Pcngcmbangan Sistcrn Inforrnasi Dcsa di 
Kabupat 'n Kudus (Bcrita Dacrah Kabupnten Kudus Tahun 
2018 Nomor 6); 

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tcntang 
Pcnghasilan Pcm rintah Dcsa di Kabupalcn Kudus (B .rita 
Dacrah Kabupatcn Kudus Tahun 2016 Nornor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupalen Kudus Nomor 10 Tahun 2017 ten tang 
Pcrubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pernbangunan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 203); 

15. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Kudus Nomor 3 Tahun 2015 
tcntan Pedornan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pcrnerintah Dcsa (Lcrnbaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2015 Nomor 3, Tarnbahan Lernbaran Oaerah 
Kabupatcn Kudus Nomor 183), sebagaimana tclah diubah 
d ngan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 
Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pedoman 
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pcmcrintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
202); 

14. Peraturan Men Leri Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
ten tang Pcdornan Pcnyusunan Anggara n Pcndapatan clan 
Bclanja Daer h Tahun Anggara n 2020 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun O 19 Nomor 655); 

13. Pcraturan knt ri Dalarn Negcri Nomor 20 Tahun 2018 
tcntang Pcngclolaan Kcuangan D sa (Bcrita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Perat.uran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
Ten tang Pcnganukatan dan Pcrnbcrhcntian Perangkat Dcsa 
IBcrita Negara R .publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 

11. Pcraturan Mcntcri Da lam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 
lcnt:ang Pedornan Pcngclolaan Keuangan Dacrah, 
sebagairnana telah diubah bebcrapa kali tcrakbir dengan 
Pcrat:uran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tcntang Pcrubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang' Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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q_ Alokasi Dc1n;J Dcsa , sclnnjutnyn dismgka: DD, adalah 
dana pcrimbangrui y,mg ditr rima Pcruerintah r abupaten 
dalarn Anggaran Prndupru.in clan Bclanja Dacrah 
ka bupat n scu.lah dtlrnrn11gi Dnna Alokasi Khusu .. 

8. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja I csa, sclanjutnva 
discbut ArB Desa, adalah rcncana kcuangan tahunan 
pcmcrintahnn Dcsa. 

7. Penghasilan Perncrintah Desa adalah penghasilan yang 
diterima atau diperoleh olch Kepala Dcsa clan Perangkat 
Desa yang bcrupa penghasilan tctap, tunjangan, dan 
pcnerirnaan lainnya yang sah sesuai dengan keterituan 
pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

6. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa scbagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

4. Desa adalah kcsatuan masyarakat hukurn yang mcmiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

3. Bupati adalah Bupati Kudus. 

2. Pcmcrintah Kabupatcn adalah Pernerintah Kabupatcn 
Kudus. 

l. Dacrah adalah Kabupatcn Kudus. 

Dalarn Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

8/\B [ 

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
BERSJFJ\T KHUSUS KEPADA PEMERJNTAH DESA UNTUK 
PEMBAYARAN JURAN JAMTNAN KESEHATAN BAGI KEPALA 
DESA DAN PERANGKAT DESA or K/\BUPATEN KUDUS. 

MEMUTUSKAN . 

19. Peraturan Bupaii Kudus Nomor 30 Tahun 2018 ten tang 
Pedoman Pcngelolaan Keuangan Desa (Berita Oaerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31); 
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20 Badan Pcnvclcnggara .Jaruman Sosial Kcschatan yrn1g 
sclanjutnva disingk» L BP,JS Kcschntai adal: h badan 
hukurn yang clibcntuk unt uk meuyr lenggnraknn program 
.Jarnman ["es< hat an 

19 Jaminan Kcs hatan adalah jaminan bcrupa 
p rlindungan keschatan agar pcserts mcrnperoleh 
manfaat pcmr liharnan kcsehatan dan p rlindungan 
dalarn mcmcnuhi kcbut uhan dasar kesr-haum ynng 
dib rikan kr-pnda sc tiap orang yang L - lah mcmbayar 
iuran at u iurannya dibavar olch pcmcrintah. 

18. Sadan Penyelenggara .Jaminan Sosial yang selanjutnya 
disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibenruk 
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 

J 7. Bendahara Desa adaJah perangkat desa pad a unsur staf 
sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi 
keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan maupun bclanja desa dalam rangka 
pclaksanaan APB Desa. 

l 6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 
adaJah KepaJa Desa atau sebutan nama lain yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keua-:1&.an desa. 

15. Bantuan Keuangan Desa yang bersifat k.husus adalah 
bantuan keuangan yang peruntukan dan 
penggunaannya telah ditentukan oleh pemberi bantuan. 

14. Banl 1c n Kcuangan Dcsa yang bcrsifat umum adalah 
bantuan kcuangan yang pcruntukan dan 
pcnggunaannya diserahkan scpcnuhnya kepada 
Pernerintah Desa Pencrima Bantuan. 

18. Bantuan l cuangan kcpada Pcmcrintah Desa yang 
sclanjutnya discbut l3c111t11an Kcuangan Desa adalah 
Bantuan Kcuanpan dari Pcrncrintah Kabupaten kepada 

crncrin l ah [ks, yang bcrsifat umum dan bersifat 
khi lSUS. 

12. Kcuang.m Des; adalah scrnua hak dan kewajiban Dcsa 
yang dapn: dinilai dr ngan wing scrta segala scsuatu 
bcrupa 1ang dan bnrang yc1ng bcrhubungan dengan 
pclaksanaan hale dan kcwajiban Desa. 

J 1. Pera tu ran Dcsa adalah pcraluran perundang-undangan 
yang ditetapk.in oleh Kepala Desa setelah ctibahas clan 
disepakati bersarna Badan Permusyawaratan Desa. 

10. Kewcnangan Deso. adalah kewenangan yang dimiliki 
Desa meliputi kewenangan di bidang pcnyelcnggaraa n 
Pcmerintahan Dcsa dan pelaksanaan Pcmbangunan 
Desa. 
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Bantuan Keuangan Khusus kepada 
Dcsn untuk pcrnbayaran Iuran .Jarninan 

bagi Kcpala Desa clan Pcrangkat Dcsa 
satu k satuan dcngan perigcloiaan keuangan 

a pcngelolaan 
Pcmenntah 
Kesehatan 
mcrupakan 
desa; 

Prinsip-prinsip pcngelolaan Bantua.n Keuangan Khusus 
kepada Pemcrintah D sa untuk pembayaran Iuran Jaminan 
Keschatan bagi Kepala Desa clan Perangkat Desa adalah 
e bagai beriku t: 

Pasal 5 

Sasara.n pemberian Ba.ntuan Keuangan Khusus kepada 
Pemerintah Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan 
Keschatan bagi KepaJa Dcsa dan Pera.ngkat Desa adalah 
Kepala Desa dan Pera.ngkat Desa di Kabupaten Kudus. 

Pasal4 

b. terbangunnya kinerja Pemerintaha.n Desa yang mampu 
me]aksanaka.n semua urusa.n yang menjadi 
kewena.ngannya menuju pelaksa.naan tata pemerintaha.n 
desa yang baik. 

a. untuk memberikan perlindungan kesehatan, agar 
mcmperolch manfaat pemeliharaan kesehatan da.n 
pcrlindungan dalam memenuhi kebutuha.n dasar guna 
meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan Desa; 
dan 

Tujuan dibcrikannya Bantuan Kcuangan Khusus kepada 
Pcrncrintah Desa untuk pembayaran Tura.n Jaminan 
Kcschatan bagi Kcpala Dcsa dan Pera.ngkat Desa adaJah: 

Pasal 3 

Maksud diberikannya Bantuan Kcuangan Khusus kepada 
Pemcrintah Dcsa untuk pcrnbayaran Iuran Jaminan 
Ke chatan bagi Kcpala Dcsa dan Perangkat Desa adalah 
untuk mcningkatkan kcrnarnpuan keuangan desa dalarn 
m mbia ai jaminan kr schatan. 

PasaJ 2 

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP 

BAB II 

2 . Juran Jarninan Kcsehatan adalah sejurnlah uang yang 
dibayarkan , ccara tcratur olch Pcscrta, Pembcri Kerja, 
dan/alau Pcrncrintab untuk program Jaminan 
Ke schat an. 
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(l) Penghitungan bcsaran Bantuan Keuangan Khusus 
kepada Pernerintah Dcsa untuk pembayaran Juran 
Jaminan Kcschatan bagi Kepala Desa clan Pcrangkat Dea 
bcrdasarkan: 
a. jurnlah Kcpala Dcsa an Perangkat Dcsa yang 

terdafrar scbagai pcscrta jaminan kes hatan, dan 

Pasc1l 8 

(3) Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari 
rekening sumber dana yang lain pada APB Desa. 

(2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; 

dan 
b. 1 % (satu person) dibayar dari APB Desa. 

(1) luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebesar 5 · % (lirna persen) dari 
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
perbulan. 

Pasal 7 

TATA CARA PENGHITUNGAN 

BAB IV 

Alokasi Bantuan l(cuangan Khusus kcpada Pcrncrintah Desa 
unt.uk pcrnbayaran Juran .Jarninan Keschatan bagi Kcpala 
D sa dan Pcrangka L Dcsa bcrsurnbcr dari Anggaran 
P ndapatan dan Bclanja Dacrah Kabupaten Kudus. 

Pasal 6 

PEN(;ALOK/\ST/\N 

BAB III 

b. Bantuan Kcuangan Khusus kcpada Pemcrintah Desa 
untuk pembayaran Iuran Jaminan Kcschatan bagi Kepala 
Desa dan Pcrangkat Desa merupakan pcncrimaan Dcsa 
yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan mclalui 
mckanisme APB Dcsa: 

c. Bantu n r cuangc1n Khusus kcpada Perncrintah Desa 
untuk pcrnbayarnn luran . larninan Kcschatan bagi Kepala 
Desa dan Pcrangkat Dcsa wajib dikclola secara transparan, 
akuntabel, efisicn, cfektil, dan ckonomis; dan 

d. scluruh kcgiatan yang bcrsurnber dari Bantuan Kcuangan 
Khusus kcpada Dcsa wajib dipertanggungjawabkan secara 
adrninistrnt if, tcknis, clan hukum. 
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(3) Kelengkapa n bcrkas pcrrnohonan pcncairari dana Tahap 
Kesatu sebaga irnana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
mcliputi: 

c. Tahap Ketiga, dirnulai mm&,au pertarna Bulan 
September dan paling lambat minggu ke dua bulan 
Desernber paling banvak scbesar 30% {tiga puluh 
pcrsen) dari total pagu anggaran yang dit tapkan olch 
Bupati. 

b. Tahap Kedua, dimulai minggu pertama Bulan Mei dan 
paling lambat minggu kc dua bulan Agustus sebcsar 
35% (tiga puluh lima pcrsen) dari total pagu anggaran 
yang ditetapkan oleh Bupati; dan . 

a. Tahap Kesaru, dimulai minggu pertama Bulan Januari 
dan paling lambat minggu ke-2 (dua) bulan April, 
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total pagu 
anggaran yang ditetapkan oleh Bupati, setelah 
APBDesa ditetapkan; 

(2) Tahapan pcncairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

(1) Pcncairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah 
Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi 
Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Rekening Kas 
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dalam 3 
(tiga) tahap. 

Pasal 10 

TATA CARA PENCAJRAN DANA 

BAB V 

Bcsar n antuan K uangan Khusus kcpada Pcmcrintah Desa 
untuk Pcmbavaran luran Jaminan Kcschatan bagi Kepala 
Desa dan Pcrangkat Dcsa untuk sctiap desa ditetapkan 
dengan Kcputusan Bupati. 

Pasnl 9 

(:?) .J irnlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintal: 
D<'Sc untuk pcmbayaran Iuran Jaminan Kes~hatan baf 
1 · cpa la Dcsa dan Perangkat Desa adalah sebesar 4 Yo 
(cmpat per sen) scbagaimana dimaksud dalam Pas~l 7 ~yat 
(.2) huruf a dikalikan jurnlah pcscrta setiap desa dikalikan 

12 (dua bolas) bulan. 

iib di bayar b. be aran lur n .Iamina n Kcschatan yang waji 1 

setiap bulan bagi Kcpala Desa dan Pcrangkat Dcsa 
scbaaaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (1). 

b 
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(4) Kelengkapan berkas perrnohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diverifikasi oleh Camat, dengan ketentuan 
se bagai beriku t : 

a. dalarn hal hasil verifikasi masih terdapat kesalahan 
dan/atau kekurangan, berkas pcrmohonan 
dikembalikan kc Pernerintah Desa untuk diperbaiki 
dan/ a tau dilengkapi; dan 

b. dalarn hal hasil vcrifikasi sudah lengkap dan sesuai 
dcngan kctcntuan, maka Carnal mcrnbuat daftar 
rckapitulas: pcrrnohonan yang diajukan Desa untuk 
disampaikan k padn Bupati c.q. Kepala Dinas 
Pcrnbcrdavaan Masyarakat clan Dcsa Kabupatcn 
Kudus. 

b. Kuitansi scjurnlah 6 (cnarn] rangkap terdiri dari: 
l. berrnaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) rangkap 

yang sa I a h sa tL1 ku i tansi berm a tcrai di maksud, 
tclah ditandatangani Kcpala O sa dan Bcndahara 
Desa serla berstcmpcl; clan 

2. tidak bcrrnatcrai scbanyak 4 (cmpat) rangkap yang 
Lelah ditandatangani Kcpala Dcsa dan Bendahara 
Dcsa serta bersternpel. 

c. Daftar peserta yang terdaftar pada Jaminan 
Kesehatan. 

d. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 
berke naan sebanyak 2 (dua) rangkap; 

e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD 
tahun anggaran berkenaan sebanyak 2 (dua) rangkap; 
dan 

f. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank 
Umum untuk penernpatan Rekening Kas Desa 
sebanyak 2 (dua) rangkap. 

a. Surat Pcrrnohonan Pcncairan Dana kcpada Bupati c.q. 
Kcpala Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupatcn Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap masing 
masing dilarnpiri dengan: 
l. surat pernyataan kesanggupan mcnyampailrnn 

laporan rcalisasi pclaksanaan APB Desa dari 
Kc pal a Dcsa, 

2. surat pcrnyataan bcrtanggungjawab penuh secara 
formal rnaupun matcriil dari Kepala Desa atas 
pclakso naan clan penggunaan dana Bantuan 
Kcuangan Khusus untuk Pembayaran Juran 
Jarninan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Dcsa kcpada De a; 

3. surat rckorncndasi Carnat; 
4. Ren ane Pcnggunaan Daria (RPO); dan 
5. foto copy Rekcning Kas Dcsa. 
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Kclengkapan berkas pcrmchonan pcncairan dana Tahap 
Kcdua dan Tahap Ketiga sebagaimana dimak ud dalam Pasal 
10 ayat (2) huruf b dan huruf c bcrlaku scsuai kctcntuat 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf 
b dan huruf , dan dilcngkapi dcngan Iaporan r ealisasi 
pr laksanaan APR Dcsa padn nklur b: ila n ~ 'ht lum pr-ngnjunn 
dan copy/ salinnn buku pcmbaj aran luran . lamir .m Kcsi-hut.nn 
bulan tc ra khir. 

Pasal 11 

(9) Contoh format Daftar Peserta yang Terdaftar pada 
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(8) Dalam hal Sadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah sudah mentransfer dana dari Rekening Kas 
Umurn Daerah ke Rckening Kas Desa, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus 
menginformasikan kepada Pemerintah Desa melalui 
Camat. 

(7) Badan Pcndapatan, Pcngclnlaan Kcuangan dan Asct 
Daerah rncntransfcr pencairan scbagaimana dirnaksud 
pada ayat (6) kc Rekening Kas Desa dengan tembusan 
Dinas Pcrnbcrdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kudus. 

(6) Sctclah mcncrima pcngajuan dana sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (5) huruf b Badan Pcndapatan, 
Pcngclolaan Kcuangan dan Asel Dacrah mcmproscs 
pcncairan scsuai ketcntuan pcrundang-undangan yang 
bcrlaku. 

masih 
bcrkas 
untuk 

a. dalam hal hasil pcngecckan adrninistrasi 
lerdapat kcsalahan dan/atau kekurangan, 
permohonan dikcmbalikan kcpada Camat 
dipcrbaiki darr/ atau d.ilcngkapi; dan 

b. dalarn ha l hasil pcngccckan adrninistrasi sudah 
lcngkap dan csuai dcngan kctcntuan, maka Kepala 
Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupaten 
Kudus mengajukan proses pcncairan dana kepada 
Sadan Pcndapatan, Pcngclolaan Kcuangan dan Asct 
Daerah. 

(5) Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa I<abupaten 
Kudus setelah mcncrirna pcrmohonan pencairan da na 
dari Carnal sclanjutnya mengecek kclengkapan bcrkas 
adrninistrasi, dcngan ketentuan sebagai berikut : 

JO 



4. pr ruhal 1n11 Rcncana Pcnggunaan D<1n~1 (RP ) 
n pa I ila drma icrscbut digunakr n padn tnhun 
angg.uan hLTkc·n,1,u1, 

Kelengkapan bcrkas permohonan pencairan tambahan 
dana sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. surat perrnohonan pcncairan dana kepada Bupati c.q. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Kudus sebanyak 5 (lima) rangkap rnasing 
masing dila mpiri dcngan: 
1. surat pernyataan kesanggupan men arnpaikan 

laporan realisasi pelaksanaan APB De a dari 
Kepala Desa; 

2. surat pcrnyataan bertanggungjawab penuh 
secara formal maupun materiil dari Kep la Desa 
atas pclaksanaan dan pcnggunaan dana Bantuan 
Keuangan Kh1.1s11~ untuk pcmbayaran lu an 
.Jarninan Keschatau bagi Kcpala Dcsa dan 
Perangkat Dcaa kcpada D<'SR, 
. urnt rckorn .ndasi Camal.dan 

(2) 

Kepala Dcsa dapat mengajukan pcrmohonan pencairan 
tarnbahan dana Bantuan Keuangan Khusus untuk 
pcmbayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kcpala Dcsa 
dan Pcrangkat Desa kcpada Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 kepada Bupati c.q. Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupatcn Kudus 
melalui Camat. 

(] ) 

Pasal 13 

Dalam hal tcrdapat pcnarnbahan dana Bantuan Keuangan 
Khusus untuk pcrnbayaran Iuran .Jarninan Keschat.an bagi 
Kcpala Dcsa da n Pcrangkat Dcsa pada tahun ru1ggaran 
bcrkenaan akibat adanya pcrubahan Anggaran Pcndapatan 
dan Bclanja Dacrah Kabupaten maka: • 

a. tambahan Ban1 uan Kcuangan Khusus untuk pembayaran 
Juran .Jarninan Kcschatan bagi Kepala Dcsa dan Perarigkat 
Dcsa kcpada Dcsa dimaksud dapat di.pergunakan untuk 
rnembiayai kckurangan Juran Jaminan Kesehatan bagi 
Kepala Dcsa dan Pcrangkat 0C'S8.. pada tahun anggaran 
bcrkenaan scpanjang 1 cgia+annya tclah dianggarkan dalam 
Pcrubahan J\PB Dr sa tahun bcrkcnaan; dan 

b. tarnbahan Bantuan Kcuangan Khusus untuk pembayaran 
Juran .Iarninan Kcschatan bagi Kepala Dcsa dan Pcrangkat 
D - sa kcp: da Dcsa yang tidak digunakan pada tahun 
anggaran bcrkcnaan, menja Ii Sisa Lebih Pcrhitungan 
Anggaran tahun anggaran bcrkcnaan, dan sclanjutnya 
dianggarkan dan dipcrgunakan pada tahun anggaran 
bcrikutnya. 

Pasal 12 
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(2) Dalarn hal p('rtggt1naan d.inu Bantu.m Kcuangan Bersifat 
Khusus kcpada Porncrintah D sa untuk pcmbnx aran Iuran 
.Jarninan K scha tan bc1g1 I pala csa clan Pcr.ingkar Desa 
terpaksa t ida k scsuai d ngan APl3 esa, tcrl -bih dahulu 
harus dircrnpuh mrlalur mcknrusrnc pcrubahat .I\Pn Dcsa 

(J) Penggunaan daria Banruan Keuangan Bcrsifat Kh us us 
kcpada Pcmcrintah Dcsa untuk crnbayaran Iuran 

.Jarmnan Kcschatan bag: Kcpala Dcsa dan Perangkat Dcsa 
harus scsuai dcngan ArB L csa. 

Pasal 15 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN 

BAB VI 

(4) Contoh Format Surat Kepala Desa perihal Laporan 
Bantuan Keuangan Khusus SudahMasuk ke Rekening Kas 
Dcsa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(J) Dalarn hal .Jabatan Kcpala Dcsa kosong atau tidak dapat 
mclaksana kan kewajibannya, penandatanganan dokumen 
permohonan pencairan dau/ a tau pelaporan dana 
dilakukan oleh Pcnjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa 
yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangar, yang 
bcrlaku. 

( ) Dal rn hal dana sudah masuk dalarn Rckcning Kas Dcsa, 
Kcpala Dcsa wajib rnclaporkan secara tcrtulis kcpada 
Bupati .q. K pala Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan 
Dcsa Kabupatcn Kudus dcngan Lcmbusan Camat. 

(1) Pcncairan dana ditransfcr langsung dari rek ning Kas 
Urnurn Dacrah kc Rekcning Kas Oesa yang berada di Bank 
Umurn SC$l.1Ri pcrrnohonan yang diajukan. 

Pasal 14 

b. kuitansi scjurn lah 6 (cnarn) rangkap Lcrdiri dari: 
1. bcrmaicrai Rp f>.000,- scbanyak 2 (dua) rangkap 

yang salah satu kuitansi bermaterai dirnaksud 
telah ditandatangani Kepala Desa dan Bcndahara 
Dcsa serta ber 1 empel; dan 

2. Lidak berrnatcrai scbanyak 4 [cmpa t] rangkap 
yang L lab ditandatangani Kcpala' Dcsa dan 
Bcndahara Dcsa s rta berstcrnpel. 

c. Daftar pcscrta yang terdaftar pada Jamina.n 
Kcschatan. 

d. Peraturan Dr sa tcntang Pcrubahan APB Desa tahun 
anggnrnn br rkcnaan scbanya k 2 (dua) rangkap 

12 



(4) Laporan scbagannana dimuksud pada a.> at ( 1) unruk 
semester kcdua disampaikan paling larnbat minggu 
kcernpat bulan ,J;111rn1ri t;1h1111 c1.nggaran bcrikutnva 

(3) Laporan scbagaimana dirnaksud pada ayat (l) untuk 
semester pcrtarna disarnpaikan pahng larnbar rn.inggu 
kcernpat bulan ,Juli inhun anggaran bcrjalan. 

(2) Laporan rcalisasi scbagaimana dimaksud pada ayat (l), 
disampaikan Carnal kepada Bupati. 

( 1) Kepala Dcsa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 
APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester 
tahun anggaran berjalan. 

Pasal 17 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

BAB VII 

(4) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan 
sesuai ketentuan peraturan perun~_ang-undangan. 

(~) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mendapat verifikasi dari Sekretaris Dcsa selaku 
Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. 

(2) Sctiap pcngcluaran belanja harus didukung dengan bukti 
yang lcngkap, sah, clan mcrncnuhi kebenaran formal dan 
material. 

(1) Pcnarau ah an Ban tuan Kcuangan Bcrsifat Khusus 
kcpada Pcrncrintah Desa untuk pcmbayaran Iuran 
.Jaminan Keseha tan bagi Kcpala Desa dan Pcrangkat Desa 
bcrpedornan pada Pcraturan Bupati tcntang Pcdornan 
Pcngelolaan Kcuaruzan Dcsa. 

Pasal 16 

(4) Dalarn hal Lcrdapat sisa pcnggunaan dana sebagaimana 
climal sud pada avat (1) menjadi Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran bcrkenaan. sclanjutnya 
dianggarkan clan dipcrgunakan pada tahun anggaran 
bcri ku tnya. 

(3) Ban tuan Kcuangan Bersifat Khusus kcpada Pcmerinta~ 
Dcsa untuk pr mbayaran Iuran Jaminan Kcsehatan bagi 
Kcpala Dr-sa dan Perangkat Desa dilarang dipergunakan 
untuk numbiayai program/kcgiatan yang sudah dibiayai 
olch Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggarnn 
Pendapatan dan Bclanja Dacrah Provinsi\ dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten. 

13 



Penga vasan atas penggunaan Bantuan Keuangan Bcrsifat 
Khusus kepada Pernerintah Desa untuk pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dilakukan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi mclalui: 
a. pcmeriksaan rutm tahunan Aparat Penga vas Internal 

Pernerintah Kabuparcn; 
b. pcngawasan dan pernbinaan pcngclolaan Bai tuan 

K uangan Bersifat Khusus kcpada Pcrnerintah Desa untuk 
pcmbayaran luran .Iamina n Kesehatan bagi Kepala Desa 
dan Perangkat Dcsa olch Tim K camatan dan Tim 
Kabupalcn scsuai dcngan pcraturan pcrundang-un langan 
yang bcrlaku: dan 

c. pcngawasan langsung olch Bndan Pcrrnus 'awara an Dcsa 
dan masvarakat sctcmpat scsuui dcngan pcraturan 
pcrundang-undangan vang I crlaku. 

Pasal 20 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: 
a. kegiatan yang didanai sesuai dengan APB Desa; 
b. rcalisasi keuangan sesuai target; 
c. meningkatnya penerima manfaat; 
d. meningkatnya swadaya masyarakat; 
e. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan 
I. mampu bersinergi dengan program-program pernerintah 

yang ada di desa. 

( l ] Monitoring Jan evaluasi scbagai upaya pcngendalian 
kcgiatan APB Dcsa tcr clcnggara dengan tcpat guna, tcpat 
waktu, tepat sasaran, clan tcrtib adrninistrasi, harus 
dilakukan sccara bcrjcnjang oleh Tim Kccamatan yang 
dibcntuk olch Carnat dan Tim Kabupatcn yang dibentuk 
oleh Bupati. 

Pasal 19 

MONITORING, F:V1\LUi\Sl, DJ\N PENGJ\WASAN 

13AI?, !Tl! 

(2) Pertanggungja vaban scbagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan Kcpala Dcsa kepada Bupati melalui Camat. 

( 1) Pcrtanggungjawaban pcnggunaan dana Bantuan Kcuangan 
BcrsiIat Khusus kcpada Pernerintah Desa untuk 
pcm bayaran Juran .Jaminan Kcsehatan bagi Kcpala Desa 
dan Pcrangkat Dcsa Lcrintcgrasi dcngan 
pcrtanggungjawaban pclaksanaan APB Dcsa, schingga 
bcntuk pcr+anggungjawabannya adalah 
pertanggungjawn ban pclaksanaan APB Dcsa. 

Pasal 18 

H 
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SAM'ANI INTAKarus--- 

BERlTA DAERAH KABUPATEN KU DUS TAHUN: 1 NOMOR 1 t, 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal ..) 1 0, t r " 1 '-l 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

HARTOPO 4. 

3. 

Plt. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, ., 

L. 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 3 J .u "' Telah diteliti at.is kebcn;;;,';i~ 

No. J.ib2tJn -;;;i 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 22 

KETENTUAN PENUTUP 

BABX 

(2) Bagi Desa yang tidak membuat dan menyampaikan laporan 
realisasi pelaksanaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
1 7, atau Desa yang tidak melengkapi persyaratan pencairan 
atau Desa yang bermasalah, maka Bupati c.q. Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus atas 
usul Camat dapat memberikan sanksi administratif berupa 
tidak merekomendasikan pencairan atau penundaan 
pencairan dana. 

( 1) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan 
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah 
Desa untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi 
Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal21 

SANKS I 

BAB IX 

15 



HARTOPO 

Plt. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, 

(nama lengkap) 

Tanda Tangan dan 
Stempel 

Kudus, . 
Kepala Desa . 

dst ............ dst . 
KAUR . 4 
KASI . 3 
SEKRETARIS DESA 2 
KEPALA DESA 

No 
4 3 2 1 

KET JABATAN NAMA 

1 

DESA 
KECAMATAN 

DAFTAR NAMA PESERTA JAMINAN KESEHATAN 

KOP PEMERINTAH DESA 

CONTOH FORMAT DAFTAR PESERTA YANG TERDAFTAR PADA JAMINAN 
SOSIAL KESEHATAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 57 TAHUN 2 19 
TENT ANG 
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT 
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA 
UNTUK PEMBAY ARAN IURAN 
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA 
DESA DAN PERANGKAT DESA DI 
KABUPATEN KUDUS 



HARTOPO 

Keterangan : 
*) dipilih sesuai tahapan dana yang masuk 

Plt. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, 

r,0•1". ·, 1. 'Air.I I\ 

. ·~ 

namalengkap 

Kepala Desa . 
Tanda Tangan dan 

Stempel 

Tembusan: 
1. Camat .... 
2. Ketua BPD ... 

Bahwa berdasarkan pengecekan kami pada Rekening Kas 
Desa . . . . yang berada di Bank . . . . . nomor Rekening . 
dilaporkan bahwa pada tanggal .. . bulan . .. .. . tahun ....... , telah 
masuk ke rekening kas desa kami dana sebesar Rp ...... ,00 (dengan 
huruf ... ) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus untuk 
iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
tahap I/II/III*). Bersama ini kami lampirkan Fotocopy Buku 
Rekening Kas Desa. 

Dernikian laporan yang kami buat untuk menjadi periksa. 

KUDUS 
di 

Kepada 
Yth. BUPATI KUDUS 
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat clan Desa 

1 (satu) lembar 
Laporan Bantuan Keuangan 
Kh usus Sudah Masuk ke 
Rekening Kas Desa 

Norn or 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

........... , . 
KOP PEMERINTAH DESA 

CONTOH SURAT LAPORAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS SUDAH MASUK KE 
REKENING KAS DESA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR ·57 TAHu.,! --·: 1:9- 
TENTANG 
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT 
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA 
UNTUK PEMBAYARAN JURAN JAMINAN 
KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN 
KU DUS 
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